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Tesisini menganalisis bentuk tanggungjawab dan bagaimana akibat hukum akta Surat Kuasa Membebanan
Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan notaris atas objek tanah bersertifikat Hak Milik dari harta bersama
tanpa persetujuan pasangan suami atau istri. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian
doktrinal, dimana pada penelitian ini menggunkan data sekunder dengan pendekatan kualitatif yang
kemudian dilakukan analisis deskriptif yang bersifat mengkaji tujuan hukum. Hasil analisi menunjukkan
bahwa tanggung jawab Notaris terkait identitas palsu yang diberikan penghadap dalam pembuatan akta
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat berbeda tergantung bagaimana posisi notaris yang
bersangkutan. Akibat hukum dari Akta Surat Kuasa Membebanan Hak Tanggungan yang dibuat oleh notaris
dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 352/Pdt/2022/PT SMG Notaris D yang melakukan pengalihan hak
atas tanah yang merupakan objek harta bersama tanpa memintakan persetujuan dari pasangan harus
mempertanggungjawabkan secara perdata maupun administatif. Hal tersebut terjelaskan melalui analisis
bahwa surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta yang
autentik dan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya akta SKMHT ini seringkali dibatalkan atau
batal demi hukum akibat kurangnya prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta tersebut. Dalam
melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, suami atau istri wajib mendapat persetujuan satu
sama lain dikarenakan setelah pernikahan jikatidak dibuat perjanjian pra nikah, maka harta yang didapat
setel ah pernikahan merupakan hak bersama. Apabila salah satu pihak tidak setuju atau tidak mengetahui
perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangannya, maka perbuatan hukum tersebut bisa dibatalkan atau
batal demi hukum, hal ini terjadi akibat kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta tersebut atau
akibat dari itikad tidak baik yang dimiliki para pihak yang menghadap ke notaris. Sehingga saran dari hasil
penelitian ini adalah pembatal an akta notaris yang bersifat autentik merupakan hal yang seharusnya dapat
diperkecil kemungkinannya.

...... This thesis analyzes the form of responsibility and what are the legal consequences of a Power of
Attorney Deed to Encumber Mortgage Rights made before a notary for land objects certified as Ownership
Rights of joint property without the consent of the husband or wife. This thesis was prepared using doctrinal
research methods, where this research used secondary data with a qualitative approach and then carried out
descriptive analysis which examined the objectives of the law. The results of the analysis show that the
Notary's responsibility regarding the false identity given by the person in making the Power of Attorney
Deed to Encumber Mortgage Rights can differ depending on the position of the notary concerned. The legal
consequences of the Deed of Power of Attorney Encumbering Mortgage Rights made by a notary in the
High Court decision Number 352/Pdt/2022/PT SMG Notari . Thisis explained through analysis that a power
of attorney to impose mortgage rights made before a notary is an authentic deed and has permanent legal
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force. However, in practice, SKMHT deeds are often canceled or void by law due to alack of notarial
principles of caution in making the deed. In carrying out legal actions regarding joint property, the husband
or wife must obtain each other's consent because after the marriage, if a pre-nuptial agreement is not made,
then the property obtained after the marriage isajoint right. If one of the parties does not agree or is not
aware of the legal action carried out by their partner, then the legal action can be canceled or null and void
by law, this occurs due to the notary's lack of care in making the deed or as aresult of the bad faith of the
parties. facing the notary. So the suggestion from the results of this research is that the cancellation of an
authentic notarial deed is something that should be minimized.



